BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru adalah ibu kota provinsi Riau. Kota ini merupakan kota
perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi

dan urbanisasi yang tinggi.

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara
Sultan Syarif Kasim Il dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar
Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan
Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota
dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

1. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°C 14’ — 101°C 34’ Bujur Timur dan
0°25” - 0°45” Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara
5-50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1987 tanggal 7
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari lebih kurang 62,96 km2
menjadi lebih kurang 446,50 Km2, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.
Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.l Riau maka ditetapkan

luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 532,26 Km2. Kota ini termasuk beriklim tropis



dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C hingga 35,6°C dan suhu
minimum antara 20,2 °C hingga 23,0 °C.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur
Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan
Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara
dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.
Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:
e Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
e Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
e Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
e Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
2. Kependudukan

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lainnya di
Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang
tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi
pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak,
perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta
pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus
ditingkatkan. Data jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.093.416 jiwa .

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk
terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan yang

cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya.



Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar
37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan
pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu,
Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang
ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu
mendominasi struktur birokrasi pemerintah kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni
mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, hasil
pemekaran Provinsi Riau.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa
pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha
dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sejak tahun 1950 kelompok etnis ini telah

menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru.

Tabel. V.1 Macam-macam Etnis di Kota Pekanbaru

No Etnis Jumlah
1 Minang Kabau 37,96
2 Melayu 26,10
3 Jawa 15,70
4 Batak 11,06
5 Tionghoa 2,5
6 Lain-Lain 6,7

Sumber: Sensus 2010



3. Agama

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh
masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Budha, Katolik,
Khonghucu, dan Hindu juga terdapat di kota ini. Sebagai bagian dalam pembangunan
kehidupan beragama, Kota Pekanbaru tahun 1994 ditunjuk untuk pertama kalinya
menyelenggarakan Musabagah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17.
Pada perlombaan membaca Al- qur’an ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang
utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi

mengirimkan 6 orang utusan.

Tabel. 1V.2 Data Komposisi Agama di Kota Pekanbaru

No Agama Jumlah
1 Islam 84,8
2 Kristen 9,6
3 Buddha 3,46
4 Katolik 1,25
5 Lain-lain 0,89

Sumber: Sensus 2010
4. Perekonomian

Perekonomian Saat ini Pekanbaru telah menjadi metropolitan, yaitu dengan
nama Pekansikawan, (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan

perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak,



pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya.
Kota Pekanbaru pada tahun 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan
kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-
masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan
Maret 2010 tercatat sebesar 2,26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun
2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah memegang
peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan
cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan
migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdangan dan jasa saat ini menjadi
andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada
jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern
diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal Ska,
Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, The Central, Ramayana
dan Giant.

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh
sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan
penduduknya. Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di

Kota Pekanbaru dalam publikasi ini disajikan data pendidikan yang meliputi data TK,



SD, SLTP, dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh
swasta. Pada tahun 2012, jumlah sekolah, murid, guru, dan kelas disemua tingkat
sekolah dalam lingkungan Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan.

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini diantaranya adalah
Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah
Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008,
di Kota Pekanbaru sekitar 13,87% masyarakatnya dengan pendidikan tamatan
perguruan tinggi, dan masih didominasi tamatan SLTA sekitar 37,32%. Sedangkan
tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 12,94% dari penduduk kota Pekanbaru
yang berumur 10 tahun keatas.

6. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah peraturan-peraturan atau yang dikeluarkan oleh penguasa
adat (ninik mamak, penghulu, alim ulama) seperti adat peminangan atau adat
menikah. Sejarah Riau mencatat, bahwa dikawasan ini dahulu pernah berdiri
beberapa kerajaan Melayu, antara lain : Kerajaan Bintan, dan Kerajaan Riau Lingga
di Kepulauan Riau ; Kerajaan Pekan Tua, Kampar, Pelalawan, Segati, dan Gunung
Sahilan.

Bagi masyarakat Melayu Riau perkawinan amatlah penting perannya dalam
Adat istiadat, mereka amat cermat mengatur tata perkawinan, mulai dari persiapan
sampai kepada pelaksanaan bahkan sesuai upacaranya. Didalam mempergunakan alat
dan kelengkapan adat, cara ini saraf dengan lambang dan filosofi yang mencerminkan

nilai-nilai luhur agama dan budaya yang dianut masyarakatnya.



Didalam masyarakat Melayu Riau dikenal beberapa bentuk perkawinan antara
lain : Perkawinan biasa (perkawinan secara wajar dan normal), kawin gantung (nikah
gantung: kawin ganti tikar), kawin tukaer anak panah, kawin dua setengger, kawin
lari dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk perkawinan, yang dihindari masyarakat
adalah kawin lari, karna dapat menimbulkan aib malu bagi keluarga dua belah pihak,

bahkan persukuan dan kampungnya.

B. Gambaran Umum Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru
1. Sejarah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang — Undang Pokok Agraria (UUPA),
Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam
hal ini kelembagaan. Tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses
pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan
diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah,
namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen
Agraria sampai ketingkat Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan
Pertanahan Nasional mengalami peubahan struktur kelembagaan yang rentan

waktunya sangat pendek.

1). Lahirnya UUPA dan Masa Sesudahnya, 1960 — 1965

Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada 24 September
1960. Pada hari itu, rancangan Undang-Undang Pokok Agraria disetujui dan

disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UUPA



tersebut, untuk pertama kalinya pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk
hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula Agrarische Wet
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Tahun 1960 ini menandai berakhirnya dualisme
hukum agraria di Indonesia.

Pada 1964, melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964,
ditetapkan tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan tersebut
nantinya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965
yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat
Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam organisasi. Pada periode ini, terjadi
penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria-Departemen Dalam Negeri, Direktorat
Tata Bumi-Departemen Pertanian, Kantor Pendaftaran Tanah-Departemen
Kehakiman.

2). Orde Baru, 1965 — 1988

Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara kelembagaan
menjadi Direktorat Jenderal. Hanya saja, cakupannya ditambah dengan Direktorat
bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadiDirektorat Jenderal Agraria dan
Transmigrasi, di bawah Departemen Dalam Negeri. Penciutan ini dilakukan oleh
Pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi.

Masih di tahun yang sama, terjadi perubahan organisasi yang
mendasar. Direktorat Jenderal Agrariatetap menjadi salah satu bagian dari

Departemen Dalam Negeri dan berstatus Direktorat Jenderal, sedangkan



permasalahan transmigrasi ditarik ke dalam Departemen Veteran, Transmigrasi, dan
Koperasi.

Pada 1972, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 dicabut
dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972, yang
menyebutkan penyatuan instansi Agraria di daerah. Di tingkat provinsi,
dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota
dibentuk Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya.

3). Berdirinya BPN dan Masa Sesudahnya, 1988 — 1993

Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan
Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan
meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek
ekonomipolitik Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. Persoalan
yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk
mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi
Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional.
Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan
Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

4). Periode 1993 — 1998

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan
Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga
tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria



berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan
Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional.

Pada 1994, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1994, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Staf Kantor
Menteri Negara Agraria.
5). Periode 1999 — 2000

Pada 1999 terbit Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan
Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan
pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan
Nasional.
6). Periode 2000 — 2006

Pada periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami
perubahan struktur organisasi. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang
Badan Pertanahan Nasional mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan
Pertanahan Nasional. Namun yang lebih mendasar adalah Keputusan Presiden Nomor
10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Dibidang Pertanahan. Disusul
kemudian terbit Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga

Pemerintah Non Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang



Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang

menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan.

7). Periode 2006 — 2013

Pada 11 April 2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Badan Pertanahan Nasional yang menguatkan kelembagaan Badan Pertanahan

Nasional, di mana tugas yang diemban BPN RI juga menjadi semakin luas. BPN RI

bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan melaksanakan tugas pemerintahan

di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, dengan fungsi:

a)
b)

c)
d)
e)

)
9)

h)

i)

Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;
Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaandi bidang
pertanahan;

Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;pelaksanaan penatagunaan
tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;

Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah
bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;

8). Periode 2013 — 2015

Pada 2 Oktober 2013 terbit Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang

Badan Pertanahan Nasional yang mengatur fungsi Badan Pertanahan Nasional

sebagai berikut:

a)
b)

c)

Penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja sama
di bidang pertanahan;

Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI;



d)
€)
f)
9)
h)
i)
)

K)
1)

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan
pemetaan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah,
pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan
pengendalian kebijakan pertanahan;

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi;
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan
sengketa dan perkara pertanahan;

Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang
pertanahan;

Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
dan informasi di bidang pertanahan;

Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

m) Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber

n)

daya manusia di bidang pertanahan; dan
Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9). Periode 2015 - Sekarang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi Tata Ruang

dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi:

a)

b)

Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang,
infrastruktur ~ keagrariaan  atau  pertanahan, hubungan hukum
keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah,
pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan
masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Agraria dan Tata Ruang;


http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2015-56987
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2015-56987
http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Presiden/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-20-tahun-2015-56986

c) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan
Tata Ruang;

e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan

f) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai Fungsi:

a) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan
pemetaan;

c) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah,
pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

d) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan
pengendalian kebijakan pertanahan;

e) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

f) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan
penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

g) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

h) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

i) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
dan informasi di bidang pertanahan;

J) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan

k) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

2. Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru

Visi Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru : Terwujudnya Kantor
Pertanahan Kota Pekanbaru menjadi Kantor Pelayanan yang sopan, ramah dan
bersahabat.

Misi Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru :

1. Memberikan pelayanan prima

2. Meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah

3. Meningkatkan peran aktif dalan penyelesaian sengketa pertanahan

Motto palayanan Kantor Pertanahan :



P = Proaktif
B = Berdedikasi

R = Ramah dan Bersahabat

Adapun beberapa Agenda Kebijakan Badan Pertanahan Nasional adalah

sebagai berikut :

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah
secara menyeluruh di seluruh Indonesia.

Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenureship).
Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam
dan daerah-daerah konflik.

Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik
pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.

Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem
pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.

Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan
masyarakat.

Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan
Pertanahan yang telah ditetapkan.

10) Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11) Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar empat

prinsip pengelolaan yaitu :

1)
2)
3)

4)

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada kesejahteraan
masyarakat.

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keadilan
penguasaan dan pemilikan tanah.

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada keberlanjutan
sistem kemasyarakatan dan Kebangsaan Indonesia.

Pengelolaan pertanahan harus mampu berkonstribusi pada harmoni sosial.

3. Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru



Gambar IV.l : BaganStruktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional Kota

Pekanbaru
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Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru.



